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PENETAPAN

NOMOR  0061/Pdt.P/2018/PA.Sub.

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim telah

menjatuhkan  penetapan  sebagai    berikut   dalam  perkara   pengesahan

perkawinan yang diajukan oleh:

Almalki Mansor Muhammed A bin Muhammad Ahmad Almalki, umur

38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun

Marga  RT.002  RW.003  Desa  Marga  Karya,

Kecamatan  Moyo  Hulu,  Kabupaten  Sumbawa,

sebagai Pemohon I;

Yuliani  binti  Muhammad  Seban,  umur  37  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

tempat kediaman di Dusun Marga RT.002 RW.003

Desa  Marga  Karya,  Kecamatan  Moyo  Hulu,

Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya

disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya

bertanggal  19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sumbawa Besar dalam register perkara nomor  0061/Pdt.P/2018/PA.Sub., telah

mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada tanggal 10 September 2005, Para Pemohon melangsungkan

pernikahan  menurut  ketentuan  syariat  Islam  di  Kecamatan  Moyo  Hulu,

Kabupaten Sumbawa;
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2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut,  Pemohon  I  berstatus  jejaka dan

Pemohon II  berstatus gadis,  pernikahan dilangsungkan dengan wali  nikah

ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Seban dan dihadiri saksi

nikah masing-masing bernama Musa Arsyad dan Zulkifli dengan mas kawin

berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Para  Pemohon hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami isteri  dan dikaruniai  tiga orang anak  yang  masing masing

bernama  Talen Mansour  Al  Maliki,  perempuan, umur  8 tahun dan  Elan

Mansour Al Maliki, perempuan, umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat  pernikahan  Para  Pemohon  tersebut  dan  selama  itu  pula  Para

Pemohon tetap beragama Islam;

6.  Bahwa  sampai  sekarang  Para  Pemohon  tidak  mempunyai  kutipan  akta

nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor

Urusan  Agama Kecamatan  Moyo  Hulu,  Kabupaten  Sumbawa,  sementara

saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus

Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah; 

7. Bahwa  Para  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  perkara  yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Para  Pemohon memohon  agar Ketua

Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Almalki  Mansor

Muhammed  A  bin  Muhammad  Ahmad  Almalki)  dengan  Pemohon  II
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(Yuliani  binti  Muhammad Seban)  yang  dilaksanakan pada tanggal  10

September 2005 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

3.  Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

tersebut  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

4.  Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain, mohon  perkara  ini  diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal  20 April

2018 nomor  0061/Pdt.P/2018/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan

perkara permohonan isbat nikah ini  melalui  papan pengumuman Pengadilan

Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;       

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para

Pemohon hadir  dalam sidang,  lalu  Majelis  Hakim telah  memberi  penjelasan

mengenai  konsekwensi  hukum  dari  permohonan  tersebut  namun  Para

Pemohon  tetap  meneruskan  permohonannya,  kemudian  dibacakanlah

permohonan  Para  Pemohon  tersebut,  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Para

Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 170/231/IV/2018 tanggal  19 April

2018 atas nama Pemohon I  yang bermaterai  cukup dengan nazegelen dari

Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204105206810005 tanggal  10 April

2018 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari

Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi  Surat  Izin Menikah nomor  127091 tanggal  06 Jumadil  Ula 1439

Hijriyah atas nama Pemohon I,  yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari

Kantor  Pos,  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kedutaan  Besar  Arab  Saudi  di
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Jakarta,  setelah  fotokopi  tersebut  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata

cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Passport dan Visa tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Pemohon I

yang bermaterai  cukup dengan nazegelen dari  Kantor  Pos,  setelah fotokopi

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis,

bukti tersebut ditandai dengan P.4;

Menimbang,  bahwa  disamping  bukti  surat  tersebut  diatas,  Para

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai  berikut:

1.  Muhammad Seban bin Seban,  umur 60 tahun,  agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Marga Karya, Kecamatan

Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi   kenal  dengan  Para  Pemohon karena  saksi  adalah  ayah

kandung Pemohon II;

-   Bahwa   saksi  hadir  sebagai  wali  nikah  dalam  acara  akad  nikah  antara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilaksanakan  di  Desa  Marga  Karya,

Kecamatan Moyo Hulu pada tanggal 10 September 2005; 

-  Bahwa  pernikahan  tersebut disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yaitu  Musa

Arsyad dan Zulkifli dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang

dibayar tunai;

-   Bahwa  setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I  berstatus

perjaka sedangkan  Pemohon II adalah seorang gadis;

-  Bahwa  antara Pemohon  I dan  Pemohon II  tidak ada hubungan  sedarah

ataupun  sepersusuan,  serta  tidak  ada  larangan  pernikahan  baik  secara

hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-  Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,  tidak  pernah  pindah  agama

(murtad),  tidak  pernah  ada  pihak  lain  yang  merasa  keberatan  atas

keabsahan pernikahan tersebut;

-   Bahwa hasil  dari  perkawinan tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  telah

dikaruniai dua orang anak;
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2. Musa Arsyad bin Arsyad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal  di  RT 002 RW 003 Desa Marga Karya,  Kecamatan Moyo

Hulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi  kenal dengan  Para Pemohon karena saksi adalah tetangga

Pemohon II;

-   Bahwa  saksi  hadir  sebagai  saksi  nikah dalam acara  akad  nikah  antara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilaksanakan  di  Desa  Marga  Karya,

Kecamatan Moyo Hulu pada tanggal 10 September 2005 dengan wali nikah

ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Seban; 

-   Bahwa  pernikahan  tersebut disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yaitu  saksi

sendiri dan Zulkifli dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang

dibayar tunai;

-   Bahwa  setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I  berstatus

perjaka sedangkan  Pemohon II adalah seorang gadis;

-  Bahwa  antara Pemohon  I dan  Pemohon II  tidak ada hubungan  sedarah

ataupun  sepersusuan,  serta  tidak  ada  larangan  pernikahan  baik  secara

hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-  Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,  tidak  pernah  pindah  agama

(murtad),  tidak  pernah  ada  pihak  lain  yang  merasa  keberatan  atas

keabsahan pernikahan tersebut;

-   Bahwa hasil  dari  perkawinan tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  telah

dikaruniai dua orang anak;

2.  Zulkifli bin Badaruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

swasta,  bertempat  tinggal  di  RT.007 RW.004,  Desa Batu  Bulan,  Kecamatan

Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi   kenal  dengan  Para  Pemohon karena  saksi  adalah  teman

Pemohon I;

-   Bahwa  saksi  hadir  sebagai  saksi  nikah dalam acara  akad  nikah  antara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilaksanakan  di  Desa  Marga  Karya,
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Kecamatan Moyo Hulu pada tanggal 10 September 2005 dengan wali nikah

ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Seban; 

-   Bahwa  pernikahan  tersebut disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yaitu  saksi

sendiri dan Musa Arsyad dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat

yang dibayar tunai;

-   Bahwa  setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I  berstatus

perjaka sedangkan  Pemohon II adalah seorang gadis;

-  Bahwa  antara Pemohon  I dan  Pemohon II  tidak ada hubungan  sedarah

ataupun  sepersusuan,  serta  tidak  ada  larangan  pernikahan  baik  secara

hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-  Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,  tidak  pernah  pindah  agama

(murtad),  tidak  pernah  ada  pihak  lain  yang  merasa  keberatan  atas

keabsahan pernikahan tersebut;

-   Bahwa hasil  dari  perkawinan tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  telah

dikaruniai dua orang anak;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Para  Pemohon   menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap

meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat  uraian  penetapan ini, maka

ditunjuk  berita  acara  sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Para  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon

hadir sendiri di muka sidang; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  permohonan  pengesahan

perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal

49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2018/PA.Sub.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan

Agama;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan Para Pemohon,  yang dibuktikan

dengan bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  tanda Penduduk)  dan P.2  (Fotokopi  Surat

Keterangan Domisili)  yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat

bukti,  oleh  karena  itu  harus  dinyatakan  telah  terbukti  bahwa  domisili  Para

Pemohon  berada  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Sumbawa  Besar,

sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan

Agama Sumbawa Besar;

Menimbang,  bahwa perkara ini  telah diumumkan selama empat belas

hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-

pihak yang merasa keberatan  dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga

menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  :  KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal  4 April

2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II Edisi Revisi 2014;

Menimbang,  bahwa   dalam  surat  permohonannya,  Para  Pemohon

mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10

September 2005 di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan wali

nikah  ayah kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Muhammad  Seban dan

disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yang  bernama  Musa  Arsyad dan  Zulkifli

dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dari pernikahan tersebut

telah dilahirkan dua orang anak;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  adalah  warga  negara  Kerajaan  Arab

Saudi  sedangkan Pemohon II  adalah warga negara  Indonesia,  berdasarkan

ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka  perkawinan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  perkawinan

campuran  yang  dibenarkan  dan  diakui  oleh  ketentuan  peraturan  perundang

undangan yang berlaku di Indonesia; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  bahwa  Pemohon  I  telah

memenuhi  persyaratan  dan  diizinkan  oleh  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi

untuk menikah dengan Pemohon II yang merupakan warga negara Indonesia,
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Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Menikah) yang

terpenuhi  syarat  formil  dan  materilnya  sebagai  alat  bukti,  bukti  tersebut

merupakan akta otentik  yang memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  mengikat,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon  I  telah

memenuhi  syarat  dan diizinkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi  untuk

menikah dengan Pemohon II yang berkewarga negaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang telah terbukti  tersebut,

maka  ketentuan  Pasal  60  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  mengenai  syarat  syarat  diizinkannya  melakukan  perkawinan

campuran,  maka  perkawinan  campuran  antara  Pemohon I  dan  Pemohon II

harus  dinyatakan  telah  memenuhi  syarat  menurut  ketentuan  peraturan

perundang undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  bahwa  Pemohon  I  masih

berkewarga  negaraan  Kerajaan  Arab  Saudi  dan  memperoleh  izin  tinggal  di

Indonesia, Para Pemohon mengajukan bukti P.4 (Fotokopi Passport dan Visa)

yang  terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut

merupakan akta otentik  yang memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  mengikat,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon  I  adalah

seorang warga negara asing yang memperoleh izin tinggal di Indonesia sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia; 

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas,

untuk membuktikan terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II

dan  terpenuhinya  syarat  rukun  pernikahan,  Para  Pemohon  juga  telah

menghadirkan  tiga orang  saksi  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  formil

sebagai  saksi  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  ketiga  saksi  tersebut

didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran

dan pengalaman sendiri  serta adanya kesesuaian  keterangan antara ketiga

saksi  tersebut  seperti  yang  disyaratkan  dalam  Pasal 309  R.Bg.,  sehingga

terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan ketiga

saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  tertulis  maupun  saksi-saksi

tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

-   Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10

September 2005 yang dilaksanakan di Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo

Hulu,  Kabupaten  Sumbawa,  dengan  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon  II  yang  bernama  Muhammad Seban dan  disaksikan  oleh  dua

orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama Musa

Arsyad dan Zulkifli dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang

dibayar tunai;

  -  Bahwa antara  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada hubungan sedarah

maupun  sepersusuan,  serta  tidak  ada  halangan  hukum  yang  dapat

menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara

peraturan perundang-undangan;

  -  Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan

Pemohon II berstatus gadis;

-   Bahwa  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  antara  Pemohon  I  dengan

Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak

ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta  telah

dikaruniai dua orang anak;

-  Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat,  sehingga   tidak  memiliki

buku  nikah  sebagai  bukti  otentik  dari pernikahannya itu;

-  Bahwa  permohonan  pengesahan  perkawinan  ini  bertujuan  sebagai  alas

hukum, dalam rangka mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II  yang

dilaksanakan  di  Desa  Marga  Karya,  Kecamatan  Moyo  Hulu,  Kabupaten

Sumbawa, pada tanggal 10 September 2005 adalah sah, karena sudah sesuai

dengan  Hukum  Agamanya  a  quo  Hukum  Islam,  yaitu  dengan  telah

terpenuhinya syarat dan rukun nikah.  Dengan demikian maksud dari Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena pernikahan Para Pemohon tersebut

sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum

tercatatkan,   sesuai  dengan  maksud  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi

Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka  Majelis Hakim  berkesimpulan  bahwa  permohonan Para Pemohon

untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  hukum

perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7  Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama yang  telah  diubah  terakhir  dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 beserta  penjelasannya,  maka biaya

perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum Islam yang berkaitan  dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Almalki  Mansor

Muhammed  A  bin  Muhammad  Ahmad  Almalki)  dengan  Pemohon  II

(Yuliani  binti  Muhammad  Seban)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  10

September 2005 di Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten

Sumbawa;

3.  Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar  biaya perkara  ini

sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan  dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal

22 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal  08 Ramadhan 1439 Hijriyah  oleh

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua  Majelis, Abubakar, S.H. dan

H.M.  Maftuh,  S.H.  M.E.I.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan mana pada  hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
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untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Siti  Maryam,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim  Anggota I, Ketua  Majelis,

          ttd      ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

          ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.
Panitera Pengganti,

       ttd

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2. Proses : Rp.   50.000,00

3. Panggilan : Rp. 260.000,00

4. Redaksi : Rp.     5.000,00

5. Meterai                                 : Rp.     6.000,00

    J u m l a h                      : Rp.351.000,00       

  (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

                                               

Kartika Sri Rohana, S.H.
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